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Land is part of the earth which have lot onlanding, and   which have functions 
for human includeed general is beeing life. Land is the very important for human so 
that government need to organize it until the land can bring prosperity and well being 
for human as national. In principle the certificate document to proof of authority 
edition by the land of office, which obtain as evidence device which forceful about 
physical data and juridical data a piece of land.The purpose of this writer is to know 
how the strength of certificate as a basis authority ownership of land, to know and 
analyze how the certain of law after edition of certificate rights holders. The research 
method is normative juridical constitution approach and conceptual approaches. The 
result of this research is to getting the answer for the problem the realization of the 
raise. Main feature of this system is that registration of land or registration authority 
above land to ccertify with perfect that the name is registered in the book of land is 
can not to dispute although he is not, system negative tendency to positive be of our 
land in the future should choose a positive system, in order that created certainly law 
which which based on anvil by good determination (the truth kind formal as well as 
material) and Nemo Plus Jurist. So that the registration will be held by the state with 
principles of owner registered not protected by the law did not have evidence 
sufficient strength of a piece of land. 
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Tanah adalah bagian bumi yang berada dibagian atas dari daratan, dan yang 
berfungsi ganda bagi manusia termasuk makluk hidup pada umumnya, begitu 
pentingnya tanah bagi manusia oleh karena itu pemerintah perlu mengaturnya 
sehingga tanah dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia sebagai 
warga negara. Pada prinsipnya sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang diterbitkan 
oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 
data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk 
mengetahui  bagaimana kekuatan sertifikat sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah, 
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum setelah terbitnya 
sertifikat bagi pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Hasil penelitian diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang 
diangkat.Bahwa dalam sistem positif, suatu sertifikat tanah yang diberikan berlaku 
sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda 
bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistem ini adalah bahwa pendaftaran 
tanah/pendaftaran hak atas tanah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang 
terdaftar dalam buku tanah adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukan 
pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Memang seharusnyalah kelemahan dari 
sistem negatif bertendensi positif ini diakhiri dan pendaftaran tanah kita kedepannya 
haruslah memilih sistem positif, agar tercipta kepastian hukum yang dapat 
melindungi kepentingan para pemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya pemohon 
hak yang berdasarkan dan atau dilandasi oleh itikad baik (kebenaran baik formil 
maupun materil) dan Nemo Plus Juris.  
Kata kunci: jaminan kepastian hukum, sertifikat, hak atas tanah 
Latar Belakang 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
IndonesiavTahunv1945 dinyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar 
besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, maka tanah juga termasuk dalam 
kategori sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, sehingga menjadi suatu 
kewajiban bagi setiap orang agar mematuhi ketentuan kepemilikan hak atas tanah 
sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok Agraria / UUPA, di dalamnya diatur mengenai Dasar-Dasar Pokok Agraria 
yang berkaitan dengan hak pemilikan tanah dan pemanfaatan tanah untuk 





Dalam UUPA, telah diatur dengan jelas tentang hak penguasaan, pemilikan, 
peruntukan, penggunaan serta adanya pengendalian pemanfaatan tanah yang 
bertujuan agar dapat terselenggaranya penggelolaan dan pemanfaatan tanah untuk 
sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat. Pengaturan aspek-aspek tersebut di atas, 
merupakan hal yang sangat penting sehingga akan ada kepastian hukum dalam 
pelaksanaan semua aktivitas yang berkaitan dengan tanah itu sendiri, sehingga ada 
kepastian bagi seluruh rakyat.   
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam Pasal 19 UUPA telah 
ditetapkan ketentuan dasar pendaftaran tanah, yaitu sebagai berikut: 
Ayat (1) dinyatakan bahwa untuk mendapat kepastian hukum oleh Pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 
Ayat (2), pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1) meliputi: 
a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak hak atas tanah serta peralihan atas adanya hak tersebut; dan 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang otentik. 
Atas penyelenggaraan pendataan awal pada kantor Badan Pertanahan Nasional 
dimaksudkan agar setiap masyarakat mengikuti aturan yang ada seperti yang terdapat 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 10vTahunv1961 tentang pendaftaran tanah, 
kemudian dalam perkembangannya disempurnakan pemerintah dengan 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24vTahunv1997tentang Pendaftaran 
Tanah, yang telah diberlakukan efektif pada tanggal 8 oktober 1997. Pendaftaran 
tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir dan terbuka, yang pada 
dasarnya mempunyai tujuan dapat memberikan sebuah kepastian hukum dan 





Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24vTahunv1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah menegaskan pendaftaran tanah di Indonesia mempunyai tujuan agar : (a) dapat 
menciptakan suatu kepastian hukum dan juga menimbulkan perlindungan hukum 
pada pemegang hak atas tanah dalam suatu bidang tanah; (b) menyediakan informasi 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan (c) dapat menyelenggarakan tertib 
adminitrasi pertanahan. 
Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan 
tujuan utama diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh 
Pasal 19 UU No 5vTahunv1960 tentang pendaftaran tanah.Adapun tujuannya adalah 
menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Jaminan hukum hak-hak tanah atas 
tanah meliputi : (a) Kepastian hukum atas suatu objek bidang tanahnya, yaitu letak 
bidang tanah, letak batas-batas dan luasnya (objek tanah); (b) kepastian atas subjek 
haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subyek hak); dan (c) kepastian hukum 
atas jenis hak atas tanahnya. 
Adanya pendaftaran tanah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengingat tujuan 
pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas: 
1. Sederhana dalam penyelenggaraan; 
2. Teliti dan cermat dalam pelaksanaan; 
3. Terjangkau bagi pihak-pihak yang memerlukannya; 
4. Terbuka untuk memperoleh keterangan. 
Sertifikat merupakan surat pembuktian tertulis yang dapat memberi jaminan 
hukum atas kepastian kepemilikan hak atas tanah. Dalam sistem pendaftaran tanah 
yang berlaku di Indonesia, sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak tidak 
berlaku mutlak, dalam arti bahwa sertifikat tanda bukti hak masih dapat dibatalkan 
apabila sertifikat tersebut cacat hukum.Ini berarti bahwa sertifikat yang diperoleh 
dengan biaya cukup tinggi dan prosedur yang cukup rumit belum bisa memberikan 





sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah, pihak yang merasa memiliki atau 
mengklaim tanah tersebut, masih dapat mengajukan keberatan hukum dengan 
melakukan gugatan atas hak kepemilikan tanah tersebut serta dapat mengupayakan 
pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan atas dasar adanya putusan hakim 
(Pengadilan) yang telah berkekuatan hukum tetap.  
Kenyataan seperti tersebut di atas, sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
Hal ini tentu membawa implikasi yang kompleks dalam masyarakat.Keputusan 
pembatalan sertifikat tersebut akan sangat merugikan bagi seseorang yang telah 
ditetapkan sebagai pemegang hak tersebut. Oleh karena tidak mengetahui secara 
menyeluruh sejarah penerbitan sertifikat atas nama seseorang tersebut, karena pada 
saat orang itu membeli tanah tersebut sertifikat sudah terbit dan pemegang sertifikat 
sebagai pembeli dengan suatu itikad baik akan mendapat permasalahan hukum yang 
dapat merugikan pihak tersebut yang telah nyata memilikinya. 
Bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa jumlah sengketa dibidang 
pertanahan cukup tinggi dan penyelesaian sengketa dibidang pertanahan cukup tinggi 
dan penyelesaian sengketa memerlukan waktu yang cukup panjang dan memerlukan 
biaya yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme dalam proses 
pendaftaran tanah sehingga walaupun telah diterbitkan sertifikat tetap muncul 
masalah terhadap penerbitan sertifikat tersebut. Pemerintah dalam hal ini Badan 
Pertanahan Nasional sebagai pemegang kebijakan dibidang pertanahan mempunyai 
peran penting dalam mengambil kebijakan dibidang pertanahan untuk memperbaiki 
kondisi yang ada saat ini karena hal ini memberi dampak yang tidak baik bagi 
kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang mesti mendapatkan perlindungan 
dari negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia. 
Dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam UUPA, kita dapat melihat 
dalam penjelasan Pasal 20 yaitu bahwa pemberian sifat terkuat dan terpenuh terhadap 
hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan 





Adanya keterkaitan lembaga pengumuman dalam sistem pendaftaran tanah sendiri 
dikenal adanya sistem publikasi dikenal ada dua (2) sistem yakni sistem publikasi 
positif dan sistem publikasi negatif.Sistem publikasi positif selalu menggunakan 
sistem pendaftaran hak. Regestrasi atau buku tanah merupakan bentuk penyimpanan 
yang akan dikaji secara yuridis akan sertifikat hak sebagai tanda bukti hak atas 
kepemilikan tanah. Permohonan pendaftaran nama yang dicatat dan diregister sebagai 
pemegang haknya menjadikan seorang menjadi pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan terhadap 
proses penerbitan sertifikat. Negara memberi jaminan kebenaran data 
yangdilampirkan dalam penggunaan sistem ini terdapat beberapa pengecualian, data 
yang dimuat dalam register, mempunyai daya pembuktian yang mutlak. 
Pelaksananan sistem publikasi negatif, bukan hanya pelampiran data/pendaftaran 
saja, tapi sahnya pelaksanaan hukum yang dilakukan untuk penentuan perpindahan 
hak kepada pihak lain sebagai pembeli. Dalam sistem ini berlaku asas nemo plus 
juris, yang artinya seorang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak lebih 
dengan apa yang dipunyainya. Data yang akan dilampirkan tidak diperbolehkan 
dipercaya langsung kebenaran datanya karena Negara tidak memberi jaminan 
kebenaran atas data tersebut. Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP No 24 
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sistem negatif yang mengandung unsur 




Kenyataan ini merupakan suatu gambaran bahwa sebidang tanah yang telah 
dilakukan pendaftaran permohonan penerbitan sertifikat sebagai kepastian hak, serta 
telah diatur dalam peraturan perUndang-Udangan secara substansi belum tentu 
mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya, dengan demikian penulis 
tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
(1) bagaimana kekuatan sertifikat sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah?; (2) 
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bagaimana kepastian hukum setelah terbitnya sertifikat bagi pemegang hak atas 
tanah? 
Permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, menurut penulis memiliki 
urgensitas yang perlu diteliti dengan tujuan: (i) untuk memperoleh gambaran dan juga 
menganalisis mengenai kekuatan berlakunya suatu sertifikat sebagai dasar 
kepemilikan hak atas tanah, dan sekaligus untuk menganalisis kepastian hukum 
setelah terbitnya sertifikat bagi pemegang hak atas tanah. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, 
mengingat penulisan ini objek kajian adalah undang-undang sebagai hukum tertulis 
atau norma positif (at is written in the books). Pendekatan yang dipakai untuk 
memperoleh bahan dan informasi hukum secara komprehensif dalam penelitian ini 
adalah: (i) pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan (ii) pendekatan 
konsep (conceptual approach). 
Pembahasan 
A. Kekuatan Sertifikat Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah 
Aspek dinamika dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang secara eksplist menyatakan bahwa 
pendafatran tanah merupakan hal yang mutlak dilakukan, agar setiap tanah yang ada 
di Indonesia mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yaitu dalam bentuk sertifikat 
tanah dan bila hal ini dikaji secara filosofis, yuridis maupun sosiologis maka 
eksistensi Undang undang Pokok Agraria dengan perangkat peraturan pelaksanaan 
yang dalam hal ini dikaji secara filosofis, yuridis maupun sosiologis maka eksistensi 
UUPA No 5 tahun 1960 dengan perangkat peraturan pelaksanaannya yang dalam hal 
ini PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 32 ayat (2) yang 
bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam menjamin hak-hak atas tanah 
diseluruh wilayah Republik Indonesia. Secara konsepsional terletak pada kegiatan 





tegas dan menjelaskan pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup, dalam bentuk pendaftaran tanah di Indonesia, sehingga aturan tersebut dapat 
membawa dan menjamin kepastian dan keadilan di dalam masyarakat, karena 
bagaimanapun perlindungan hukum merupakan bagian dari tanggungjawab negara. 
Pada umumnya tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang diberikan atau 
dimiliki oleh seseorang, agar dapat dinikmati manfaatnya, dan digunakan sesuai 
dengan peruntukkannya.
5
 Dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia tanah adalah 
permukaan bumi atau lapisan bumi, sedangkan makna dari hak atas tanah adalah 
tanahnya, dalam artian bukan hanya sebagian tertentu dari permukaan bumi 
melainkan segala kandungan dan isi yang ada didalamnya.   
Hak hak atas tanah dalam UUPA tercermin dalam pasal-pasal sebagai berikut: 
Pasal 4 ayat (1), dinyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak 
atas  permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang orang, baik sendiri maupun bersama sama dengan orang orang lain serta 
badan badan hukum”.Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2), dinyatakan bahwa “hak hak 
atas tanah yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta 
ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas batas menurut Undang 
undang ini peraturan peraturan hukum lain yang lebih tinggi”. 
Proses pemberian hak pada suatu permohanan hak atas tanah tidak hanya dengan 
melihat segi prosedurnya saja. Suatu permohonan tidak cukup hanya dianalisa dengan 
apakah si pemohon memenuhi syarat, diperiksa secara fisik, diukur, apakah 
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permohonan terhadap hak atas tanah tersebut telah diumumkan, dan lain sebagaimana 
yang sifatnya prosedur, melainkan harus pula dikaji dari segi hukumnya. 
Pada dasarnya pemberian hak atas tanah-tanah tersebut meliputi beberapa unsur, 
yaitu: 
a. Subjek pemohon,dengan sasaran penelitian berupa data pribadi/warga Negara; 
b. Lokasi tanahnya yang menyangkut letak sebenarnya tanah yang diuraikan 
serta batas-batas yang tegas sesuai dengan prinsip Contradictoir limitatief; 
c. Bukti-bukti perolehan haknya secara beruntun dan sah menurut hukum6 
Suatu permohonan hak atas tanah dilihat dari sisi hukumnya apakah layak untuk 
diproses, apabila subyek pemohon dapat membuktikan secara hukum bahwa 
ia/mereka adalah pihak satu-satunya yang berhak atas tanah yang dimohonya. 
Berdasarkan asas yang dianut dalam UUPA menganut azas perlekatan,baik yang 
sifatnya perekatan horizontal maupun perlekatan vertical,yang menyatakan bahwa  
benda bergerak yang tertancap atau terpaku  pada benda tidak bergerak,berdasarkan 
azas asasi ( perlekatan )  maka benda-benda  yang melekat pada benda pokok,secara 
yuridis harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benda 
pokoknya.
7
Dengan kata lain bahwa tanaman,bangunan dan lain sebagainya yang 
berada di atas tanah tersebut  atau melekat diatasnya  maka secara yuridis dianggap 
sebagai bagian dari tanah  tersebut  dan tidak terpisahkan. 
Konsep hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak 
atas tanah dalam dua bentuk.
8
 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak hak atas tanah yang dapat 
dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang 
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mempunyai waktu yang lama dan dapat dipindahkan kepada orang lain atau ahli 
warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Bagunan (HGU) dan Hak Pakai (HP); 
dan 
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak atas tanah yang bersifat 
sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak 
menyewa atas tanah pertanian. 
Dari seluruh hak hak atas tanah yang bersifat primer, hak milik merupakan satu 
satunya hak atas tanah primer yang memiliki kedudukan paling kuat dibanding hak 
hak atas tanah primer lainnya. Hak tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan dari 
gangguan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab lain. 
Di Indonesia program administrasi pertanahan sebagai penerbitan sertfikat hak 
atas tanah yang merupakan tugas pemerintah memberikan dampak positif pada sosial 
ekonomi   baik kepada Negara maupun pada pemilik tanah. Pendaftaran atas bidang 
tanah tersebut bertujuan untuk mendapatkan alat bukti berupa sertifikat agar 
pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuat atas tanah yang 
dimilikinya serta mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari para pihak 
yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan tanah tersebut sebagai lahan bisnis 
atau dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. 
Maksud dari bunyi Pasal 32 tersebut adalah sertifikat tersebut merupakan alat 
bukti yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dimana data fisik dan 
data yuridis yang tercantum didalam sertifikat tersebut merupakan data yang benar 
dan harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang 
bersangkutan. Dan yang memiliki hak memperoleh sertikat adalah pemegang hak atas 
tanah yang dijamin oleh Undang undang. Sertifikat hak yang terdiri dari salinan Buku 
Tanah dan surat ukur yang dijilid dalam satu (1) sampul. Sertifikat tanah memuat: (i) 
data fisik: terletak,batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang    ada di 
atas tanah; dan (ii). data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bagunan, hak guna 





Sertifikat sebagai salah satu dokumen pertanahan merupakan hasil proses 
pendafataran tanah, dan dokumen tertulis yang memuat data fisik serta data yuridis 
tanah yang bersangkutan. Dokumen dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai 
sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak yang memiliki kepentingan atas 
tanah tersebut. Kekuatan pembuktian sertifikat tanah adalah kuat selama tidak ada 
pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai 
alat bukti yang kuat dan sah, dan merupakan tanda bukti kepemilikan hak milik atas 
tanah, walaupun bukti kepemilikan hak milik atas tanah tersebut masih bisa 
dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya: saksi saksi, akta jual beli, maupun surat 
keputusan pemberian hak. 
Penerbitan sertifikat, berdasarkan PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 
tanah yang mencabut PP No 10 tahun 1961, diatur sebagai berikut: (a) diterbitkan 
untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan 
yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah; (b) hanya boleh diserahkan kepada 
pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah, sebagai pemegang hak, atau 
kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya; dan (c) mengenai hak atas tanah atau hak 
milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum 
diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama 
yang lain, dan dapat saja diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak 
bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, 
yang memuat nama serta besarnya bagian masing masing dari hak tersebut. 
Sertifikat, selain berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan atau penguasaan atas 
tanah juga memiliki fungi lain yaitu sebagai syarat apabila kita ingin mendirikan 
bagunan berupa tempat tinggal di atas tanah yang kita miliki atau kita kuasai. Syarat 
dari penerbitan izin mendirikan bangunan salah satunya adalah sertifikat tersebut. Hal 
lain, yaitu secara ekonomis, sertifikat juga memiliki fungsi sebagai jaminan 





Dalam uraian di ataspenulis menganalis dengan menggunakan teori kewenangan, 
yaitu menurut Sadijono, kewenangan dengan cara atribusi adalah pemberian 
wewenang pemerintah oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintah, yaitu 
Badan Pertanahan Nasional yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 
sertifikat. Dan menggunakan teori kepastian hukum, karena pada dasarnya fungsi 
utama dari pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan alat bukti berupa sertifikat 
agar pemegang hak atas tanah tesebut memiliki bukti yang kuat atas tanah yang 
dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak mereka atas 
tanah. 
Saat ini, tanah merupakan komoditi yang sangat penting dan strategis, sangat 
pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, juga menjadikan tanah 
sebagai objek kejahatan. Seringkali mencuat kasus kejahatan dengan objek 
tanah.Misalnya penipuan, jual beli dan fiktif, pengguna (menjaminkan) tanah fiktif 
kepada bank, pemalsuan sertifikat tanah, penggandaan sertifikat tanah sampai mafia 
(sindikat) kejahatan tanah. 
Sertifikat hak atas tanah adalah produk dari suatu instansi yakni Kantor 
Pertanahan. Melihat dari proses pembuatan dan penerbitannya berdasarkan peraturan 
perundang undangan. Dimana dalam hal ini pemilik sertifikat hak atas tanah 
mempunyai hak milik atas tanah tersebut.Hak milik atas tanah merupakan status hak 
atas tanah yang paling tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan status hak lainnya. 
Hanya hak milik saja yang tidak dibatasi maka berlakunya oleh Negara, oleh karena 
itu hak milik atas tanah tersebut mempunyai harga atau nilai yang paling tinggi bila 
dibandingkan dengan status hak atas tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama 
kualitasnya. 
Secara prinsip setiap bidang tanah memiliki posisi yang tunggal di belahan bumi 
ini. Tidak ada dua (2) bidang tanah yang memiliki posisi yang sama. Dengan 
demikian setiap tanah yang bersertifikat atau terdaftar di Badan Pertanahan nasional 





bidang tanah tersebut. Perlindungan tersebut dapat diberikan jika setiap sertifikat atas 
tanah yang terbit diketahui dengan pasti letak atau lokasinya dimuka bumi. Dengan 
demikian, setiap usaha untuk mensertifikatkan tanah yang sama dapat segera 
diketahui dan dicegah oleh BPN. Namun demikian masih ada tanah bersertifikat yang 
tidak diketahui lokasinya yang disebabkan oleh ketidak tersediaan peta, saat 
pembuatan sertifikat pada masa lalu (dibawah tanahun 2006) belum berfungsi dengan 
baik dikarenakan minimnya alat dan biaya pada saat itu. 
B. Kepastian Hukum Setelah Terbitnya Sertifikat bagi Pemegang Hak Atas   
Tanah                              
 Pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan untuk 
mendapatkan kepastian hukum bagi orang dan kepastian hak bagi setiap pemegang 
hak atas tanah. Terhadap adanya hukum tertulis maka pihak-pihak yangbersangkutan 
akan mudah mengetahui kaidah-kaidah hukumnya dan juga dengan mudah 
mengetahui wewenang-wewenang serta kewajiban-kewajiban berkenaan denga tanah 
dan sumber-sumber dalam lainnya yang dihaki.
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 Pada kegiatan pendaftaran hak atas tanah yang timbulnya sertipikat hak atas 
tanah, menjadi semakin terwujudnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka pembuktian hak atas tanah, penerbitan 
sertipikat di maksudkan sebagi bentuk pembuktian nama yang tercantum dalam 
sertipikat sebagai pemegang hak yang bersangkutan.Sertifikat hak milik atas tanah 
dilihat secara fisik merupakan sebuah surat yang di buat untuk tujuan sebagai bukti 
hak milik. Sebagai sebuah surat yang di buat oleh pejabat, maka pembuatannya 
didasarkan pada data-data tertentu yang berasal dari perbuatan hukum yang 
mendasari pembuatan sertipikat itu. Maka sesuai dengan jenis perbuatan hukum yang 
mendasari pembuatan sertipikat, sesuai dengan jenis perbuatannya mempunyai 
syarat-syarat yang berbeda dan apabila syarat itu sudah dipenuhi untuk tujuan 
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  Kekuaatan terhadap pembuktian sertipikat hak milik atas tanah tidak hanya 
berlaku eksternal atau terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya kekuatan 
internal, yakni berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah terhadap sengketa yang 
timbul di kemudian hari jika ada yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Sertipikat 
memberi rasa aman bagi pemegang atau pemilikannya serta ahli waris agar ahli 
warisnya di kemudian hari tidak mengalami kesulitan, dalamm arti tidak perlu 
bersuah payah untuk mengurusnya. Ketika adanya gugatan, ahli waris  dapat 
mempertahankan kepemilikanya  dengan benar.
11
 
  Pendapat dari Adrian Sutedi, sifat permasalahan dari suatu sengketa sertipikat 
hak atas tanah secara umum ada beberapa macam yaitu:
12
 
a. Persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat di tetapkan sebagai 
pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hakum atau atas tanah yang belum 
ada haknya; 
b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan 
sebagai dasar pemberian hak; dan 
c. Kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang tidak 
benar. 
 Permasalahan pada point a adalah yang menjadi pokok dari sengketa tanah 
yang ada di Indonesia. Karena prioritas untuk di tetapkan sebagai pemegang hak yang 
sah harus ada bukti yang kuat yaitu beberapa sertipikat yang telah 
dikeluarkan.Namun, maka kuat artinya tidaklah mutlak atau masih dapat di gugat. 
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Makna dari kekuatan sertipikat di kemudian hari atau saat ini selalu menjadi 
persoalan hukum bagi pihak-pihak yang kepentingannya di rugikan, maksdunya 
adalah pemahaman atas kekuatan yuridis  dari sertipikat hak milik atas tanah yang 
akan di pertanyakan. Ketika dalam suatu sengketa dan peradilan yang putusannya 
mencabut atau membatalkannya dan memenangkan pihak yang notabe hanya 
berpegang pada alat bukti yang lain, misalnya girik atau petok.  
 Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada 
pemegang sertipikat sebagai pemegang hak yang berwenang dengan pasti yang telah 
di daftarkan kepada kantor pertanahan nasional, yang telah mendapat kepastian 
hukum. Artinya bahwa hak dari pemegang sertipikat mendapat perlindungan hukum. 
Ada perlindungan  hukum melalui saran peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 
32 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang 
berbunyi: 
1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada 
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; dan 
2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas 
nama orang atau badan hukum yang memperoleh  tanah tersebut dengan itikat baik 
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas 
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 
(lima) tahun sejak di terbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan 
ataupun tidak atau penerbitan sertipikat tersebut.  
 Jadi dapat diketahui kekuatan pembuktian dari suatu sertipikat hak atas tanah 
yang dimiliki pemegang hak yang pada dasarnya dijamin oleh undang-undang karena 
di dalamnya tertulis secara jelas mengenai jenis hak, keterangan fisik mengenai tanah, 
beban atas tanah tersebut dalam peristiwa hukum yang saling berhubungan dengan 





maka data-data tersebut di anggap benar. Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas 
tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi dalam kenyataannya sertipikat bukanlah 
merupakan satu-satunya alat bukti kepemilikan hak atas tanah. 
 Dalam sistem publikasi positif, orang yang mendaftar sebagai pemegang hak 
atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Dalam sistem ini, Negara sebagai 
pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah dilakukan adalah benar. Ciri-ciri 
sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah adalah : (a) sistem pendaftaran tanah 
menggunakan sistem pendaftaran hak (registration of titles); (b) sertipikat yang 
diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak, yaitu data fisik dan data yuridis 
yang tercantum dalam sertipikat tidak dapat diganggu gugat dan memberikan 
kepercayaan yang mutlak pada buku tanah; (c) negara sebagai pendaftar menjamin 
bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendafataran tanah adalah benar di karenakan 
pendaftaran itu bersifat sempurna; (d) pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan 
itikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak; (e) pihak lain yang 
dirugikan atas diterbitkannya sertifikat mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang 
lain; dan (f) dalam pelaksanaan pendaftraan tanah membutuhkan waktu yang lama, 
petugas pendaftaran tanah melaksanakan tugasnya dengan sangat teliti, dan biaya 
yang relative lebih besar. 
Selanjutnya Boedi Harsono mengemukakan bahwa dalam sistem positif, 
pendaftaran tanah menggunakan sistem bahwa apa yang sudah terdaftar itu dijamin 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya, baik tentang subyek hak maupun obyek 
haknya. Pemerintah menjamin kebenaran data yang telah terdaftar dan untuk 
keperluan tersebut pemerintah telah meneliti kebenaran dan sahnya tiap berkas yang 
diajukan untuk didaftarkan sebelum dimasukan kedalam daftar-daftar tanah. Dengan 
demikian subyekhak yang terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah merupakan 
pemegang hak yang sah menurut hukum dan tidak bisa diganggu gugat dengan dasar 





dalam register, memperoleh apa yang disebut suatu indefeasible title ( hak yang tidak 
dapat diganggu gugat ).
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Dengan selesainya dilakukan pendaftaran atas nama penerima hak, maka orang 
lain yang sebenarnya berhak menjadi kehilangan haknya. Ia tidak dapat menuntut 
pembatalan perbuatan hukum yang memindahkan hak yang bersangkutan kepada 
pembeli. Dalam keadaan tertentu ia hanya bisa menuntut ganti kerugian kepada 
Negara. Untuk menghadapi tuntutan ganti kerugian tersebut Negara menyediakan 
suatu dana khusus.  
Sistem publikasi negatif, sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak 
atas tanah yang kuat, artinya semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat 
mempunyaik kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh 
hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya alat pembuktian yang lain.Pendaftaran 
tanah yang menggunakan sistem publikasi negatif, Negara sebagai pendaftar tidak 
menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang 
berhak karena menurut sistem ini bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum 
yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli.Pendaftaran 
tidak membikan orang yang memperoleh hak dari pihak yang tidak berhak menjadi 
pemegang hak yang baru. 
Dalam sistem publikasi negatif, jaminan perlindungan hukum yang diberikan 
pada pihak ketiga tidak bersifat mutlak seperti pada sistem positif. Pihak ketiga masih 
selalu berhati-hati dan tidak mutlak percaya pada apa yang tercantum dalam buku 
pendaftaran tanah atau surat tanda bukti hak yang dikeluarkannya. Dalam sistem 
publikasi negatif berlaku asas nemo plus juris, artinya orang tidak dapat menyerahkan 
atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri dia punyai. Seseorang yang 
tidak berhak atas bidang tanah tertentu dengan sendirinya tidak dapat melakukan 
suatu perbuatan hukum mendaftarkan tanah tersebut, apalagi mengalihkannya pada 
pihak lain. Asas nemo plus juris ini dalam rangka memberikan perlindungan hukum 
kepada pemilik tanah yang sebenarnya, yang tanahnya disertifikatkan pada orang lain 
Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yang berlaku yaitu : 
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a. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta (registration 
of deed); 
b. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data 
fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak 
dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sertifikat bukan sebagai satu satunya 
tanda bukti hak; 
c. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis 
dalam pendaftaran tanah adalah benar; 
d. Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga kedaluwarsa; 
e. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan 
keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat 
ataupun gugatan ke pengadilan untuk meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah; 
dan 
f. Petugas pendaftaran bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa yang dinyatakan 
oleh pihak yang meminta pendaftaran tanah. 
Apabila ditelaah dan dianalisis cara kerja sistem publikasi negatif ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan sistem ini pada dasarnya tidak dapat menciptakan 
kepastian hukum apalagi memberikan perlindungan hukum, karena masih ada 
kemungkinan pihak lain mengganggu kepemilikan pihak yang telah memegang 
sertifikat hak atas tanah sebagai bukti bahwa dia telah mematuhi perintah hukum dan 
atau aturan perundang-undangan. 
Kemudian Muchtar Wahid menyatakan bahwa, sistem negatif murni dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum.Kelemahan yang mendasar mengenai sistem 
negatif adalah pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu 
gugat.Yang menentukan sah atau tidaknya suatu hak serta pemilikannya adalah 
sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.Oleh karena itu, 





dihadapi kemungkinan pemegang hak yang terdaftar kehilangan hak tanah yang 
dikuasainya karena digugat oleh pihak yang berhak sebenarnya.
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Penulis memiliki pendapat yang sama dengan Muchtar Wahid dan Boedi 
Harsono, memang seharusnyalah kelemahan dari sistem negatif ini ditutupi dan 
pendaftaran tanah kita kedepannya haruslah memilih sistem positif, agar tercipta 
kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pemegang sertifikat hak 
atas tanah, tentunya pemohon hak yang berdasarkan dan atau dilandasi oleh itikad 
baik (kebenaran baik formil maupun materil) dan Nemo Plus Juris. Dan kedua asas 
ini dimiliki oleh manusia sebagai mahkluk Allah SWT, dan adalah sangat wajar 
untuk di realisasikan dan diwujudkan dalam tingkah laku dan tindak-tanduk 
kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu kehidupan 
yang harmonis, maju dan sejahterah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
Simpulan 
1. Bahwa dalam sistem positif, suatu sertifikat tanah yang diberikan berlaku sebagai 
tanda bukti hak atas tanah yang mutlak, serta merupakan satu-satunya tanda bukti 
hak atas tanah. Ciri pokok sistem ini adalah bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran 
hak atas tanah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam 
buku tanah adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukan pemilik 
yang berhak atas tanah tersebut.  
2. Bahwa sistem pendaftaran tanah bertendensi positif pada dasarnya tidak dapat 
menciptakan kepastian hukum apalagi memberikan perlindungan hukum, karena 
masih ada kemungkinan pihak lain yang mengganggu kepemilikan pihak yang 
telah memegang sertifikat hak atas tanah sebagai bukti bahwa dia telah mematuhi 
perintah hukum dan atau aturan perundang-undangan.  
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